
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BOl\iBAMA 
PROVINS! SULA '\\'ESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR I� TAHUN 2022 

I TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN 

KABUPATEN BOMBANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2021 ten tang. Penyederhanan Struktur Organisasi 
pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan 
Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan 
Kabupaten Bombana; 

b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan 
Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan 
perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten 
Bombana; 

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; ' 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang/ 
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Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
26/PERMEN-KP /2016 ten tang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan; 

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan lnstansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 421); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2017 terg Jabatan Fungsional 
Pengawasan Perikanan; · 



Menetapkan 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Dalam Negeri (Berita Negara Republk Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 398); 
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 556); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabuapten Bombana (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kabupaten 

Bombana. 
3. Bupati adalah Bupati Bombana. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bombana. 
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bombana/ 
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6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah 
yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu. 

7. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki 
tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh 
kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi san tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada · keahlian dan 
keterampilan tertentu 

9. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki 
tanggungjawab mengendalikan melaksanakan kegiatan 
yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 

BAB II 
BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

Pasal 2 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Perikanan di wadahi dalam bentuk 
Dinas. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasal 3 
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perikanan 
Kabupaten Bombana. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Pasal 4 
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 di klasifikasikan atas tipe B. ( 
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(2) Penentuan tipe Dinas Perikanan Kabupaten Bombana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil 
pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang Perikanan. 

3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di 
laksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

Pasal 5 
1) Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan 

unsur pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

2): Dinas Perikanan Kabupaten Bombana dipimpin oleh 
Kepala Dinas Perikanan yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 6 
Dinas Perikanan Kabupaten Bombana mempunyai tugas 
lnembantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang 
lnenjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di I . 
bidang perikanan. 

Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
P!sal 6, Dinas Perikanan Ka bu paten Bombana 
Jenyelenggarakan fungsi : 

I a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan 

: usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di 
bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 
(satu) daerah kabupaten, pengelolaan 
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penyelenggaraan Tern pat Pelelangan Ikan (TPI), dan 

. pengelolaan pembudidayaan ikan. 
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan 

usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di 

; bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 
: (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan 

penyelenggaraan Tern pat Pelelangan lkan (TPI), dan 
pengelolaan pembudidayaan ikan. 

c. , pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan 

nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, 
penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan 

, yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, 
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan. 

d, ; memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

' evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan 
nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan. 

e. memfasilitasi perumusan . dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan 

pembudidayaan ikan. 
f. memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan, penerbitan SIUP di bidang 

perikanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 
: dalam satu Kabupaten, serta pengelolaan dan 

· penyelenggaraan Tern pat Pelelangan lkan (TPI). 

g. pelaksanaan pengelolaan administrasi Dinas Perikanan 

Kabupaten; dan 
h. ' melaksanakan fungsi lain yang terkait bidang kelautan 

dan perikanan yang diberikan oleh Bupati. 

Pasal 8 
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

dl.iam Pasal 7, Dinas Perikanan Kabupaten Bombana 
Je'1llliki kewenangan sebagai berikut :/ 
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a. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik 

lokasi, suaka perikana, serta kawasan perlindungan 
budidaya. 

b. . Pelayanan izin usaha budidaya dan penangkapan ikan 

pada perairan laut wilayah laut kewenagan kabupaten. 

c. peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan di 

bidang kelautan dan perikanan. 
d, pelayanan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan 
I e. Penelitian dan pengkajian teknologi di bidang kelautan 

dan perikanan 
f. pelayanan dan pengembangan sarana dan prasarana 

perikanan dalam kewenangan kabupaten. 

g. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan 
I hama dan penyakit ikan 
h. pengaturan dan pengawasan penggunaan benih ikan 

dan sarana produksi perikanan dan pengaturan 
penggunaan air irigasi perikanan. 

Bagian Kedua 

Susunan Organiasi 

Pasal 9 

(1) Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bornbana, 
Id .. ter iriatas : 

a. kepala dinas; 

b. sekretariat; 

c. bidang perikanan tangkap; 

d. bidang perikanan budidaya; 

e. bidang pengawasan dan pengelolaan ekosistem laut dan 

pesisir; 
f. sub bagian umum; 

g. sub bagian perencanaan dan keuangan; 

h unit pelaksana teknis daerah; dan 
1. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten 
I • Bombana tercantum dalam ', lampiran yang merupakan 
Jagian 

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati/ 
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BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 10 
Kepala : Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam 
men�elenggarakan tugas di Bidang Perikanan. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

(1) 

(2) 

Pasal 11 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
fen 

can a dan program kerjak sekretariatan. 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di 
lawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 12 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11, S�kretariat menyelenggarakan fungsi : 

a. Jenyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat 

blrdasarkan program kerja sekretaris serta petunjuk 
.I . b . d lak pimpman se agar pe oman pe sanaan tugas; 

b. Jendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 
sJkretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab 
yJng 

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan 
I 

efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di 
liAgkungan 

sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur 
yJng berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan 

I tugas; 
d. mbnyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

sdkretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan 
p�o�edur 

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang 
diharapkan; 

e. mbmeriksa pelayanan teknis administratif pengelolaan 

aJ�inistrasi umum dan kepegawaian sesuai ketentuan dai 
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peraturan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai 
yJ.ng 

diharapkan; 
f. Jelaksanakan penyusunan program dan pengelolaan statistik 

s+uai 
ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk 

tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 

g. 
m�laksanakan 

pelayanan teknis administratif pengelolaan 
administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan peraturan 

yJng berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang 
I 

diharapkan; 
h. mblaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

I tugas-tugas pada masing-masing sub bagian untuk 

mbnghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas 
1. mblaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

I 
kjtentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka 
kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas; 

j. mdlaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program 
mksing-masing 

Kepala Bidang sesuai ketentuan 
I peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan daya 

Jna dan hasil guna; 
k. m1nganalisa dan menyediakan kebutuhan rumah tangga 

KJpala 
Dinas sesuai daftar kebutuhan serta pendistribusian 

I untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
1. memeriksa konsep surat, nota dinas dan surat tugas usul 

kdnaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, serta izin cuti 
pe1gawai sesuai prosedur untuk disampaikan kepada Kepala 

Dibas sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas; 

m. 
mlngevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 
I . 

sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana 
oplerasional 

dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan 
I 

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di 
I masa yang akan datang; 

n. mbnyusun 
laporan pelaksanaan tugas sekretariat sesuai 

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai 

be�tuk akuntabilitas kinerja; dan 
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

bilik: lisan maupun tertulis; I 

kerja 

dan 
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Pasal 13 
Sekretariat terdiri atas : 
I a. sub bagian umum; dan · 
I 
b. sub bagian perencanaan dan keuangan. 

I 
(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 

6awah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 14 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
Id · · · k · a ministrasi umum, surat menyurat, epegawaian sarana 
I 1an prasarana, perlengkapan dan urusan rumah tangga. 

f ub Bagi an Perencanaan dan Keuangan mempunyai tu gas 
melaksanakan perencanaan program, pengelolaan anggaran 
6erbasis kinerja, pengendalian data, pengelolaan 
Jdministrasi keuangan, pengelolaan laporan aset Daerah, 
ielaporan 

dan pertanggung jawaban keuangan. 
I 

Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan 
I 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

Bidang Perikanan Tangkap 

Pasal 15 

( 1) f idang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan 

1e?yuluhan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan 

froduksi perikanan tangkap. 
(2) 'idang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

�epada Kepala Dinas. 

Pasal 16 

Dalam i melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 
15, Jepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas 

sebaJai: berikut: 
a. thenyusun rencana operasional berdasarkan program kerja 

I 
Bidang Penyuluhan dan Perikanan Tangkap serta petunjuk 

I impinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas/ 
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c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i 

J. 

k. 
1. 

12 

melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengembangan 
Jsaha perikanan tangkap; 

I melaksanakan penetapan standar dan kriteria 
plengembangan 

usaha perikanan tangkap; 
Jemberikan penyuluhan dalam bentuk pendidikan, 
pblatihan 

serta bimbingan teknis dan evaluasi 
pbngembangan 

usaha perikanan tangkap; 
I menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan 

p�ngembangan usaha perikanan tangkap; 
rr!endistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 
Jgas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan; 
rr!enyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
plnyuluhan dan pengelolaan sumberdaya perikanan 
Jengevaluasi 

pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi usaha 
plnangkapanikan; 

Jelaksanakan penyusunan data dan informasi usaha 
pbrikanan 

tangkap sesuai peraturan perundang-undangan 
ykg berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang 

I 
diharapkan; 

Jelaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang di perintahkan 
olbh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan; 
v�idasi dan verifi.kasi data kelompok penerima bantuan;dan 

I 
Monitoring dan evaluasi; 

Pasal 17 
Susunan Organisasi Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana 
dimak�ud dalam Pasal 15 terdiri atas kelompok jabatan 
fungsiJnal. 

Bagian Keempat 
Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 

Pasal 18 

(1) Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 
mbmpunyai 

tugas melaksanakan analisis pemasaran 
h!sil perikanan untuk penguatan daya saing produk 
µJrikanan serta pengelolaan sumber daya perikanan/ 
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(2) Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 
dipi�pin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah 
db: bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 19 

Dalatllj melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 
18, Kepala Bidang Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya 
P ·k I · · b · b iku en anan mempunyai uraian tugas se agar en t: 
a. nJenyusun rencana operasional berdasarkan program kerja 

I 
Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 
s�rta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan 

I tugas; 
b. Jelaksanakan inventarisasi dan identifikasi Bina Usaha dan 

Pbngelolaan Sumber Daya Perikanan; 
c. Jelaksanakan evaluasi Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber 

daya Perikanan; 
d. 

Jenyusun 
laporan pelaksanaan program dan kegiatan 

plngembangan 
Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya I . 

Perikanan; 

e. Jendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 
dg�s 

pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan; 
f. 

Jenyusun 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bina I . 

Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; 

g. 
rAengevaluasi 

pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi bina 
ubaha dan pemanfaatan potensi perikanan; 

h. melaksanakan penyusunan data dan informasi Bina Usaha 
dkn Pengelolaan Sumber Daya Perikanan sesuai peraturan 
p�rundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya 
slsaran sesuai yang diharapkan; 

1. nielaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 
I 

oleh pimpinan baik secara tertulis mau pun lisan; 
J. vLidasi dan verifikasi data kelompok penerima bantuan;dan 
k I · · d al · . monitoring an ev uasi. 

Pasal 20 

Susunan Organisasi Bidang Usaha dan Pengelolaan Sumber 

Daya �e:rikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri 

atas kbl�mpok jabatan fungsional/ 
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Bagian Kelima 
Bidang Perikanan Budidaya 

Pasal 21 
( 1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas 

Jelaksanakan penyiapan koordinasi fasilitasi perumusan 
d� pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
plelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. 

I 
(2) �idang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
Jepada Kepala Dinas. 

Pasal 22 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 
21, KJpala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai uraian tugas 
sebagb.i berikut: 
a. Jenyusun rencana operasional berdasarkan program kerja 

Jidang perikanan budidaya serta petunjuk pimpinan 
s�bhgai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Jelaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi 
9erikanan budidaya; 

c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan potensi 

Pf rikanan budidaya; 
d. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan 

p1engembangan dan perikanan budidaya; 
e. Jendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 

p�ndidikan tugas pokok dan tanggung jawab yang 
I 

ditetapkan; 
I f. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

p1engelolaan dan Pengawasan potensi perikanan; 
g. Jengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi 

p1engelolaan pemanfaatan potensi perikanan; 
h. Jielaksanakan penyusunan data dan informasi pengelolaan 

plemanfaatan potensi perikanan budidaya sesuai peraturan 
Jerundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya 
sh.saran sesuai yang diharapkan; 

1. 
tfel.aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis mau pun lisan; 

1. validasi dan verifikasi data kelompok penerima bantuan;dan 
k I · · d a1 ·; monitoring an ev uasi; 
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Pasal 23 
Susunan Organisasi Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana 
dimJsud dalam Pasal 21 terdiri atas kelompok jabatan 

I • fungsional. 

Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 24 

( 1) urn adalah unsur pelaksana teknis daerah secara 
operasional di lapangan. 

(2) KJpala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
K�pala 

Dinas. 
(3) UfJ? dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

uAit Pelaksana Teknis Daerah. 

(4) 
K,tentuan 

mengenai pembentukan dan susunan orgamsasi 
serta tugas dan fungsi UPTD lebih lanjut diatur dengan 

Pe�aturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis I . 
kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil 
Pe1merintah Pusat 

Pasal 25 
Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, UPTD yang terbentuk 
dengJ 

Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja sebelum Peraturan Bupati 1n1 diundangkan, tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang 
Pembe�tukan 

dan Susunan Organisasi serta tugas dan fungsinya 
UPTD /lJPTB yang baru diundangkan. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 26 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
kegiar 

sesuai dengan bidang tenaga fungsional masimg-masing 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan./ 
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Pasal 27 

(5) 

(4) 

(1) 

(2) 

elompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dklam Pasal 26 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dkl� jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
bbrbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 
Jelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
a�at 

(1) dipimpin oleh koordintaor pelaksana fungsi 
p1elayanan fungsional dan dibantu oleh sup-koordinator 
sesuai dengan runag lingkup bidang tugas dan fungsi 
jJbatan pimpinan tinggi pratama masing-masing. 

I 
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Jelaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, 
p�laksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
sbrta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing- 

l . 1 k . f . masmg penge ompo an uraian ungsi. 
�ul)koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melaksanakan tugas membantu koordinator dalam 

I penyusunan rencana, pelaksana dan pengendalian, 
Jemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 
Jelompok substansi pada masing-rnasing pengelompokan 

I . � . uraian rungsi. 
I 

Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud 
Jada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina 
Jepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. I . 

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub- 
Joordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

I • (4) ditetapkan oleh Bupati. 

BABV 

TATAKERJA 

(1) 

Pasal 28 
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 

I 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
Joordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
ll ku . . . . mg ngan masmg-masmg mau pun antar satuan orgamsasi 

I 
di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain 

I 
1i Iuar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing- 

r=! 



(2) 

(3) 
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9a1am melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, 
dan Kepala Bidang, Sub Bagian dan Pejabat Fungsional 
nlel).erapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik internal mau pun antar unit organisasi lainnya sesuai 
di d f . . . engan tugas an ungsi masmg-masmg, 
Sbtiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan 
P�merintah Daerah waiib melaksanakan pengawasan I • � 
melekat. 

Pasal 29 
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masin�-µiasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkk-Iangkah yang di perlukan sesuai ketentuan peraturan 

I perundang-undangan yang berlaku. 

L Pasa130 
Sekre s, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Pejabat 
FungJional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
berta.Jggung jawab pada atasannya masing-masing dan 
menybpaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(1) 

(2) 

Pasal 31 
Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan 
thgas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan 

I : perundang-undangan yang berlaku. 
I 
�alam hal Sekretaris berhalangan, sebagai Pelaksana Kepala 
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi 
thgas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas. 

Pasal 32 

Atas ldasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masmg 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat 
mendblegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabkt di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB VI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 33 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam 

I 
Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Perikan( 
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�abupaten Bombana, berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

I 
(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 

Jsul Sekretaris Daerah. 
(3) ie�ala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan 

jabatan eselon Ila, 
(4) �ekretaris Jingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bombana 

merupakan jabatan eselon Illa. 
I 

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten I : . 
�Of.?bana merupakan jabatan eselon Illb. 

(6) Kepala Sub Bagian Dinas Perikanan Kabupaten Bombana 
merupakan jabatan Eselon !Va . . 

(7) 
+jabat 

Eselon III, Esalon IV dan Pejabat Fungsional di 
Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana diangkat 
dan di berhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas 
Jelalui Sekretaris Daerah. 

I 
(8) 1ormasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Perikanan 

Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 
sbs�ai pedoman yang di tetapkan oleh Pemerintah. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang 
saat im sedang menduduki jabatan struktural tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan 

I 
sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas Perikanan I , 
Kabupaten Bombana. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 35 
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati 
BomJana Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan 
orgarhsasi Togas clan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan/ 
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Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan 
denJan Peraturan ini dicabut d� dinyatakan tidak berlaku. 

I 

Pasal 36 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

__ 
Ag, setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalJn Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, z; fef?(l-vAF-1 2022 

I 

5 

2 

\ \l I 

I ;- - - - 
Diundangkan di Rurnbia, 
pada tanggal, ').; frr,'f\>AH 2022 
S KRETARIS DAERAH KABUPA N BOMBANA, 

I 

J\.N ARFA I 
BERITA DAERAH • KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR .. �S- 
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